BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG

PEDOMAN HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI DENGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN

Menimbang :

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan

pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Semarang diperlukan adanya keselarasan dan keserasian
hubungan kerja antara Staf Ahli Bupati dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah;

. bahwa untuk mewujudkan keselarasan dan keserasian

hubungan kerja dimaksud maka perlu disusun Pedoman
Hubungan Kerja Staf Ahli Bupati dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Kabupaten Semarang;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Semarang;

. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang

Perubahan Batas -batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;

. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4206) ;

. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3079) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008
tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat
Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun
2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2005 Nomor 25 Seri D,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor
25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
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(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011
Nomor 5 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang S5 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 13) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2011 Nomor 1 , Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2013 Nomor 10 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga
Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Inspektorat,
Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan
Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 11 , Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 4);

20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2008
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Staf Ahli
Bupati Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEMARANG TENTANG PEDOMAN

HUBUNGAN KERJA STAF AHLI BUPATI DENGAN SATUAN
KERJA  PERANGKAT DAERAH DI  LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

NGk W

0

Daerah adalah Kabupaten Semarang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Semarang.

Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Semarang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.

Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Semarang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan.



10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas — batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

11. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar
perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam
rangka optimalisasi hasil kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan
hubungan kerja antara Staf Ahli Bupati dengan SKPD sesuai dengan
kedudukan dan fungsi masing-masing dalam rangka terwujudnya
keselarasan, keserasian dan kejelasan pelaksanaan tugas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. memberikan kepastian hubungan kerja bagi Staf Ahli Bupati dengan
SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

b. memberikan arah bagi Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan hubungan
kerja dengan SKPD.

BAB III
PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

Hubungan kerja Staf Ahli Bupati mengandung prinsip :

a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja
pelayanan publik yang berkelanjutan;

b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang
masing-masing perangkat daerah; dan

c. saling memberi manfaat.

BAB IV
TUGAS POKOK

Pasal 5

Staf Ahli Bupati terdiri dari 3 dengan tugas pokok yaitu :

a. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik mempunyai
tugas pokok memberikan telaahan di bidang pemerintahan, hukum dan
politik;

b. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan
mempunyai tugas memberikan telaahan di bidang ekonomi, keuangan
dan pembangunan;

c. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia
mempunyai tugas memberikan telaahan di bidang kemasyarakatan dan
sumber daya manusia.



Pasal 6

Selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,
dalam rangka memberikan telaahan dan pertimbangan maka masing-
masing Staf Ahli Bupati dapat mencari data dan informasi dari bidang tugas
yang lain.

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

(2)

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 7

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati dilakukan melalui
hubungan kerja yang meliputi :

a. Konsultatif;

b. Koordinatif.

Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan
keterpaduan.

Pasal 8

Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1)
huruf a dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya masing-masing tanpa mencampuri urusan yang
menjadi kewenangan SKPD.

Hubungan kerja konsultatif dilakukan dalam upaya penyelesaian tugas.
Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 9

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 7
ayat (1) huruf b dilakukan untuk pengembangan hubungan kerja
secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kemitraan
yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas
dan fungsi masing-masing.

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud ayat (1)
dilaksanakan guna kelancaran, kemudahan, efektifitas dan efisiensi
jalannya pemerintahan dan menghindari tumpang tindih atau duplikasi
program dan kegiatan serta menjamin keselarasan program dan
kegiatan masing-masing tanpa mencampuri urusan yang menjadi
kewenangan SKPD.

Pasal 10

Hubungan kerja koordinatif yang dilakukan Staf Ahli Bupati sesuai tugas
dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b
dilaksanakan untuk :

a.

b.

C.
d.

menginventarisir dan menganalisa permasalahan, data dan fakta dari
suatu kebijakan Bupati;

merumuskan saran, masukan dan pertimbangan atas pengambilan
kebijakan Bupati;

merumuskan solusi atau alternatif terhadap kebijakan Bupati; dan
membangun akses dan jejaring informasi yang berkaitan dengan
kebijakan pemerintah daerah.



Pasal 11
Dalam rangka memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan
penyusunan telaahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, maka Staf Ahli

Bupati melaksanakan hubungan kerja koordinatif dengan SKPD
sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) huruf b.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 12-01-2015
BUPATI SEMARANG,
CAP TTD

MUNDJIRIN



